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(PTUN) Jakarta
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Menyebutkan “Setiap Orang, Tanpa Diskriminasi,
Berhak Untuk Memperoleh Keadilan Dengan
Mengajukan Permohonan, Pengaduan, Dan Gugatan,
Baik Dalam Perkara Pidana, Perdata, Maupun Jul 2th,
2024
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JAKARTA 2016 - UMJ
PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIUSULKAN
OLEH : Tiara Ramadhaniyah NIM: 2014820139 /
ANGKATAN: 2014 Noviana NIM: 2014820136 /
ANGKATAN: 2014 Wira Widyawati NIM: 2015830007 /
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Resilient Jakarta - Jakarta Berketahanan
Why Jakarta Needs To Be Resilient 3 Jakarta Faces



Multiple Shocks And Stresses That Resulting To Many
Losses And Affecting The Development Process.This
Condition Also Exacerbated With The Development
Challenges Such As Fragmented Government And
Working In Mar 2th, 2024

Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian
Tinggi
Bidang Di Universiti Dalam Agensi Pusat/ Industri/
Pertubuhan. •Dalam Tempoh Pinjaman Di Agensi
Pusat/ Industri/ Pertubuhan, Sumbangan Dan
Penglibatan Dalam Agensi Tersebut Perlu Diambil Kira
Bagi Tujuan Penilaian Dalam Laluan Kerjaya Di
Universiti. JUSTIFIKASI Jan 2th, 2024

Intervensi Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta
Militer ...
Dany Rukma1 ∗ & Saiman Pakpahan2 Abstract This
Study Discusses The Australian Intervention Against
The Coup In Fiji, In This Discussion Mentioned That The
Australian State With The Fear Of A Military Coup That
Occurred In Fiji Negative Impact On Australia. Where
The Export Of Australia Have A High Value In Fiji.
Australia Wants To Make The Region South Pacific Is A
Country That Is Harmonious ... Mar 2th, 2024

PERAN MILITER DALAM PEMBANGUNAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI ...
Negara Yang Berada Di Kalimantan Timur Dan



Membantu Menanggulangi Akibat Bencana,
Pengungsian Dan Pemberian Bantuan Kemanusia. Oleh
Karena Itu Peran Militer Dalam Pembangunan
Sangatlah Diperlukan Untuk Mendukung Dan
Mempercepat Proses Pembangunan Demi
Tersentuhnya Masyarakat Dalam Mendapatkan
Kesejahteraan Sesuai Dengan Tujuan Negara.Adapun
... Apr 3th, 2024

Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer Dalam
Sistem ...
Berkurangnya Hak Tentara Dan Eksistensi Badan
Peradilan Sipil. Masalah Utama Dalam Penelitian Ini
Berfokus Pada Esensi Dan Prospek Administrasi Militer
Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Masalah Yang
Timbul Itu Khususnya Dikarenakan Oleh 2 Faktor Yaitu:
1. Ketiadaan Peraturan Untuk Melaksanakan
Administrasi Militer. 2. Apr 3th, 2024

REVISI SISTEM PERADILAN MILITER DI
INDONESIA MENEROBOS ...
Prajurit Tunduk Kepada Kekuasaan Peradilan Militer
Dalam Hal Pelanggaran Hukum Pidana Militer Dan
Tunduk Pada Kekuasaan Peradilan Umum Dalam Hal
Pelanggaran Hukum Pidana Umum Yang Diatur
Dengan Undang-undang.” (UU No. 34/2004 Tentang
TNI Pasal 65 Ayat 2). Namun Ketentuan Di Atas Baru
Bisa Diterapkan Jika Sistem Peradilan Militer Yang Baru
Telah Jan 2th, 2024



Bisnis Militer Mencari Legitimasi -
WordPress.com
Pengantar Redaksi Kata Pengantar Daftar Isi Bab I.
SUPREMASI SIPIL DAN BISNIS MILITER A. Supremasi
Sipil B. Tiga Bentuk Bisnis Militer C. Praktek Korup
Bisnis Militer : Kasus YDPK D. UU Yayasan Dan Bisnis
Militer E. Anggaran Militer Bab II. MERUNUT SEJARAH
TENTA Jun 1th, 2024

BAB II KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM HAL KEWARISAN DI ...
BAB II KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL
KEWARISAN DI INDONESIA A. Pengertian Peradilan
Agama Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Peradilan
Adalah Segala Sesuatu Mengenai Perkara Peradilan.1
Peradilan Juga Dapat Diartikan Suatu Proses
Pemberian Keadilan Disuatu Lembaga.2 Dalam Kamus
Bahasa Arab Disebut Qad{a Yang Berarti Menetapkan,
Memutuskan, Menyelesaikan, Dan Mendamaikan.
Qad{a Menurut ... Jan 3th, 2024

BAB II JENIS- JENIS PUTUSAN YANG DIJATUHKAN
PENGADILAN ...
BAB II JENIS- JENIS PUTUSAN YANG DIJATUHKAN
PENGADILAN TERHADAP SUATU PERKARA PIDANA. ...
42 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,
Op.Cit., Halaman 286. 44 Dua Alat Bukti Yang Sah
Yang Memberi Keyakinan Kepada Hakim, Terdakwalah



Pelaku Tindak Pidananya. 43. May 2th, 2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019
Pengadilan ...
Membantu Memberikan Sumbangsih Pikiran Dalam
Menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019
Ini. Semoga Bermanfaat Dan Kita Dapat Mewujudkan
Peradilan . RENSTRA 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI
WAIKABUBAK Page 3 Yang Sederhana, Cepat, Biaya
Ringan, Transparansi Dan Modern Di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Waikabubak. ... May 2th, 2024

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Telah Ditetapkan
Dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.
Sedangkan Administrasi Tata Persuratan, Tata
Kearsipan, Dan Tata Pelaporan Pada Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Mar 2th, 2024

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN HUBUNGAN ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMAR{NG TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OO4 TENTANG
PENYELESAIAN PERSELTSIHAN HUBUNGANT
INDUSTRIAL (Studi Kasus Tentang Putusan Perkara



Nomor 2 7/pDT. S US.PHI./G/2 0 I 4/pN. S MG) SKRIPSI
Diajukan Sebagai Sarah Satu Syarat Untuk
Menyeresaikan Jun 1th, 2024

Izin Poligami” Analisis Yuridis Putusan
Pengadilan Agama ...
Skripsi Berjudul “Izin Poligami” (Analisis Yuridis
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang
Izin Poligami) Telah Diujikan Dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pada
Hari 2008. Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Salah
Satu Syarat Jun 2th, 2024

ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO ...
ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN
AGAMA SIDOARJO (Studi Kasus Putusan No :
0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.) SKRIPSI Diajukan Untuk
Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Jul
2th, 2024

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
WONOSOBO TERHADAP ...
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH
MANTAN BUPATI WONOSOBO Penulisan Hukum
(Skripsi) Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi



Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta Oleh : Apr 3th, 2024

POLITIK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YANG MENYIMPANGI ...
Politik Hukum Menjadi Salah Satu Kuliah Wajib Secara
Nasional, Program Pasca Sarjana. 2 Imam Syaukani
Dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum
(Rajawali Press 2012) 3. 3 Satjipto Rahardjo, Ilmu
Hukum (Citra Aditya Bakti 1991) 351-353. Mar 3th,
2024

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM
PERADILAN DI ...
EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA Ismail Rumadan1 Puslitbang
Kumdil MA-RI Jl. A. Yani Kav. 58 Jakarta Pusat Abstrak
Eksistensi Pengadilan Pajak Di Indonesia Sebagai Salah
Suatu Lembaga Pengadilan Yang Bersifat Kuhusus
Diharapkan Dapat Berperan Secara Independen Dalam
Penyelesaian Apr 3th, 2024

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PERATUN
Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Telah Diatur Tentang Kompetensi PTUN Dalam Sistem
Peradilan Di Indonesia Yaitu Bertugas Dan Berwenang
Memeriksa, Memutus, Dan Feb 2th, 2024

MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA DI ...
Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3,
November 2018 : 405 - 424 410 A. Pemahaman Awal
Sistem Duality Of Jurisdiction Diperkenalkan Oleh
Prancis Melalui Ajaran Droit Administratifs Yang
Memisahkan Secara Mutlak Antara PTUN Dan Peradilan
Umum. Pemisahan Organisasi PTUN Dan Pengadilan
Umum Ditunjukkan Sebagai Berikut8: Apa Mar 3th,
2024

EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA DAN
PERKEMBANGANNYA DALAM ERA ...
1. Meningkatkan, Membenahi, Dan Membantu Sistem
Pengadilan Niaga Di Indonesia Dalam Rangka
Meningkatkan SDM-nya, Terutama Para Hakim, Agar
Mereka Mempunyai Sikap Independensi Peradilan
(independence Of The Judiciary). 2. Memberi Masukan
Dalam Rangka Menata Kompetensi Hukum Pengadilan
Niaga Di May 3th, 2024

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA PONOROGO ...
Nikah Adalah Tidak Sesuai Pasal 20 Dan Pasal 23 KHI.
Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disebutkan Bahwa
Perkawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Menurut
Hukum Masing-masing Agamanya Dan
Kepercayaannya. Dampak Penolakan Isbat Nikah Ini,
Anak Pemohon Tidak Memiliki Hak Nasab Kepada
Ayahnya. Feb 3th, 2024

FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN/HAKIM
Filsafat Hukum Merupakan Sebuah Ilmu Yang
Mempelajari Hukum Secara Filosofis. Dalam Konteks
Ini, Hukum Sebagai Obyek Filsafat Hukum Itu Dikaji
Secara Mendalam Sampai Kepada Inti Atau Dasarnya,
Yang Disebut Hakikat.5 Filsafat Feb 3th, 2024

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: …
Karena Cara Mengadili Yang Demikian Bertentangan
Dengan Asas Yang Digariskan Undang-undang.
Sehingga Mengakibatkan Seperti Pada Asas
Sebelumnya, Bahwa Putusan Hakim Yang Seperti Itu
Dapat Dibatalkan Pada Tingkat Selanjutnya. Akan Te-
tapi, Tida Jun 1th, 2024
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